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Kronologi, Gorontalo – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) menerima Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 

2022 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini disampaikan dalam acara yang 

diadakan di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Gorontalo. 

Dalam laporan yang telah diperiksa secara rinci oleh Tim BPK RI Provinsi Gorontalo selama kurang 

lebih dua bulan, terungkap bahwa tata kelola keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan ketentuan pengelolaan 

keuangan. 

“Hal ini menjadi kebanggaan kita semua bahwa laporan keuangan kita telah diperiksa dengan seksama 

oleh Tim BPK RI dan memperoleh Opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa kita telah menjalankan 

tata kelola keuangan dengan baik sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku,” ungkap Thariq, 

saat dihubungi oleh wartawan, Rabu (17/5/2023) 

Thariq juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyajian laporan 

keuangan pemerintah daerah, khususnya kepada sekretaris daerah, para asisten, dan satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, 

kerja sama dan kontribusi dari seluruh lintas sektor organisasi perangkat daerah sangat berarti dalam 

mencapai Opini WTP ini. 

Ia juga memberikan arahan kepada SKPD untuk terus menyusun langkah-langkah strategis yang lebih 

baik guna meningkatkan tata kelola keuangan secara maksimal. Ia juga menekankan pentingnya 

memperhatikan catatan dan rekomendasi dari BPK sebagai acuan dalam mempertahankan Opini WTP 

pada tahun-tahun mendatang. 

“Kami berharap agar SKPD terus mengembangkan tata kelola keuangan yang lebih baik, memperbaiki 

kekurangan yang ada, dan mempertimbangkan catatan yang diberikan oleh BPK. Dengan langkah-
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langkah ini, kita dapat memastikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tetap memenuhi 

standar yang tinggi dan meraih penghargaan Opini WTP di masa yang akan datang,” tutup Bupati 

Thariq melalui telepon seluler saat melakukan tugas luar daerah. 

Ia menambahkan, penghargaan ini memberikan apresiasi atas komitmen dan kinerja yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam pengelolaan keuangan yang 

transparan dan akuntabel. Selain itu juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa dana publik 

dikelola dengan baik untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik. 

 

Sumber Berita: 

a. https://kronologi.id/2023/05/17/pemda-gorut-raih-penghargaan-opini-wtp-atas-laporan-

keuangan-tahun-2022/ [diakses pada 12 Juni 2023]. 

b. https://kronologi.id/2023/05/18/pemda-gorut-raih-predikat-wtp-tapi-rp5-miliar-dana-pen-

digunakan-tidak-sesuai-peruntukan/ [diakses pada 12 Juni 2023]. 

 

 

Catatan: 

1. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, mengatur bahwa: 

a. Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa opini adalah pernyataan profesional sebagai 

kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan. 

b. Pasal 1 angka 12 yang menyatakan rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 

pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk 

melakukan tindakan dan/atau perbaikan. 

c. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah memuat opini. 

d. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam 

laporan hasil pemeriksaan. 

e. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil 

pemeriksaan diterima. 

 

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, mengatur bahwa: 

a. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara 
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lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 

b. Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, 

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

c. Pasal 6 ayat 5 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 

jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan 

atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan 

keuangan negara. 

d. Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan 

kewenangannya. 

e. Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka 

untuk umum. 

 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur 

bahwa: 

a. Pasal 189 ayat (1) yang mengatur bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan 

proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan 

sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. 

b. Pasal 190 ayat (1) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD 

sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

c. Pasal 190 ayat (2) yang mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:  

a. laporan realisasi anggaran;  

b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;  

c. neraca;  

d. laporan operasional;  

e.  laporan arus kas;  

f.  laporan perubahan ekuitas; dan  

g. catatan atas laporan keuangan. 

d. Pasal 190 ayat (3) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepa1a Daerah melalui sekretaris daerah paling 
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lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Pasal  191 ayat (2) mengatur bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

f. Pasal 191 ayat (3) menyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. 

g. Pasal 191 ayat (4) menyatakn bahwa dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum 

menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima 

laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.  

 

 

 


